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Abstract

This research aims to analyze village asset management in Pematang Serai village, Langkat
district. The method used in this research is descriptive with qualitative analysis. Data
collection techniques were carried out through interviews, documentation and direct
observation methods. The data analysis used is data reduction, data display, and conclusion
drawing. Based on the research carried out, the results obtained were that the analysis of
village asset management in Pematang Serai Village had not gone well, seen from late
administration and utilization, maintenance and administration, as well as the
implementation of village asset management had not run optimally as stated in the statutory
regulations. invitation and also found obstacles in managing village assets.
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PENDAHULUAN

Aset desa adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah
(Arnita & Nasution, 2019). Dalam mengelola asset desa dibutuhkan perencanaan
kebutuhan dan penganggaran, maka semua yang meliputi pengelolaan asset desa
penganggaran untuk perbaikan ataupun perencanaan, pemeliharaan, serta pengadaan
barang atau lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Colombarolli & Lersch,
2023). Aset yang dimiliki pemerintah desa sangat bervariasi baik jenis maupun
jumlahnya, sehingga berpotensi memunculkan permasalahan (Mantilla-Garcia et al.,
2023). Upaya mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel tersebut
dibutuhkan adanya satu jaminan bahwa segala aktivitas dan transaksi terekam secara
baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan (Wang et al., 2023).
Melalui proses akuntansi dalam bentuk laporan, sehingga dapat dilihat segala yang
terjadi dan terdapat diruang entitas pemerintahan tersebut, laporan tahunan (laporan
keuangan) meskipun belum melaporkan akuntabilitas secara keseluruhan dari entitas
pemerintahan (Eshun & Denton, 2022).
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Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah dalam peraturan pemerintah ini telah diatur bahwa pejabatlah yang
melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Gubernur/Bupati/Walikota adalah
sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian Sekretaris
Daerah adalah sebagai pengelola barang, dan Kepala Satuan Perangkat Daerah adalah
sebagai Pengguna Barang. Selanjutnya pemerintah melakukan tindak lanjut dengan
menetapkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007, tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Tujuan ditetapkannya peraturan ini, yaitu
untuk menyeragamkan langkah dan tindakan yang diperlukan oleh pemerintah dalam
pengelolaan barang milik daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
serta dapat mengetahui kejelasan status kepemilikan Barang Milik Daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah ini merupakan tahapan untuk proses mengatur
Pengelolaan Barang Milik Daerah agar terkelola dengan baik dan tersajikan
pelaporannya secara administrasi yang akurat (Sari & Azzahra, 2023). Barang Milik
Daerah merupakan salah satu indikator penting dalam penyusunan laporan keuangan,
sehingga mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Nasution et
al., 2019). Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan
kualitas laporan keuangan adalah dengan cara mengelola barang milik daerah sesuai
dengan peraturan yang telah ditetapkan. Aset pemerintah daerah merupakan salah satu
elemen dari neraca pemerintah daerah, informasi aset dalam laporan neraca
menggambarkan kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah
daerah (Nst et al., 2021). Permasalahan pengelolaan barang milik daerah hingga kini
masih merupakan masalah utama pada pengelolaan keuangan daerah dalam lingkup
pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh perlakuan terhadap aset tetap yang belum
sesuai atau belum tertib pada peraturan yang berlaku (Ramadhan & Nasution, 2020).
Rumusan penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan aset desa pada desa pematang
serai kabupaten langkat?. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis

pengelolaan aset desa pada desa pematang serai kabupaten langkat.
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METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif
merupakan suatu penelitian yang menggambarkan secara sistematis mengenai fakta,
situasi dan aktivitas dari objek yang diteliti (McDermott, 2023). Ruang lingkup
penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena
secara nyata yang terjadi untuk menganalisis pengelolaan aset desa pada Desa Pematang
Serai Kabupaten Langkat.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh (Habu &
Henderson, 2023). Data dalam penelitian ini diperoleh dari Pemerintah Desa Pematang
Serai berupa hasil wawancara dan observasi langsung. Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif. Analisis data dalam
penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah
selesai pengumpulan data dalam periode tertentu (Diaz & Cano, 2022). Komponen
analisis data pada penelitian ini adalah: reduksi data (data reduction), penyajian data

(data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan oleh Desa Pematang Serai
dalam hal perencanaan kebutuhan barang disusun dengan memperhatikan kebutuhan
pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Pemerintah Daerah serta ketersediaan barang
milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang merupakan salah satu dasar bagi
Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk
kebutuhan baru dan angka dasar serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.
Pemenuhan permintaan pengadaan barang oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah tidak
secara keseluruhan di terima namun hanya sekitar 70 % (tujuh puluh persen) sampai
dengan 80% (delapan puluh persen) saja.

Pengelolaan barang milik daerah yang dikelola oleh Desa Pematang Serai yaitu
barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah
yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban APBD serta perolehan lain yang sah.
Barang-barang yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan barangbarang yang

diserahkan penggunaannya/ pemakaiannya kepada Instansi/ Lembaga Pemerintah

105



Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV) Ke-10 ISAS Publishing
Series: Social and Humanities Vol. 10 No. 2 (2024) E-ISSN: 2621-9794, P-ISSN: 2477-2097

Daerah maupun pada Intansi/ Lembaga lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Dalam hal perawatan barang milik daerah Desa Pematang Serai mengelola
barangbarang umum. Perawatan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD yaitu
perawatan dalam kadar ringan, sedangkan dalam hal perawatan dalam kadar barat
karena kerusakan sehingga barang tersebut tidak bisa digunakan maka yang melakukan
perawatan adalah Desa Pematang Serai. Terkait dengan kendala dalam hal pengelolaan
barang milik daerah terdapat kendala yaitu dalam hal teknis dilapangan, kemudian
dalam hal sumber daya manusia yang tidak sama diantara beberapa instansi/dinas yang
bertanggung jawab dalam mengelola barang milik daerah secara khusus. Kemudian
dalam hal pengadaan barang yang diterima melewati hibah yang berupa barang tidak
bergerak yaitu tanah, dalam hal ini terkendala dalam proses administrasi dari tanah
tersebut. Kendala yang selanjutnya adalah dalam hal pelaksanaan pengelolaan dasar
peraturannya beserta standar pengelolaan barang sudah diakomodir dari pusat sehingga
harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal pengelolaan.
Dalam hal penyusunan laporan antara akuntansi publik dengan barang milik daerah
menjadi satu, hal ini menjadi kendala dikarenakan penyusunan laporan antara akuntan
publik dengan barang milik daerah berbeda dalam hal teknis laporan.

Acuan pengelolaan barang milik daerah terakhir diatur melalui Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah. Penetapan pejabat untuk pengurusan dan penyimpanan barang milik daerah itu
sendiri diusulkan dari OPD masing-masing untuk ditetapkan dengan SK
Gubernur/Kepala Daerah. Pengelolaan barang daerah, sebagai bagian dari Pengelolaan
Keuangan Daerah, dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang Pemerintah.
Kepala daerah sebagai Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah berwenang
dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang daerah.

Perencanaan dan Penganggaran BMD dalam kerangka Perencanaan Pembangunan
Daerah (PPD) ditelaah melalui pemahaman terhadap konsep PPD dan konsep
perencanaan kebutuhan dan penganggaran BMD dengan melihat keterkaitan dan
integrasi Rencana Kerja (Renja) OPD dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD.
Artinya pada level OPD, perencanaan kebutuhan ini merupakan pintu masuk

perencanaan pembangunan pada perencanaan anggaran. Pengimplementasiannya,
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kebijakan pembangunan nasional daerah di Indonesia harus dilakukan secara
komprehensif, dengan memastikan kebijakan pembangunan yangterintegritas,
konsisten, terpadu serta mengedepankan prinsip kedisplinan dengan kebijakan
perencanaan penganggaran pembangunan nasional dan daerah. Perencanaan kebutuhan
adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk
menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang
berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan
datang.

Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penenpatan, orientasi dan induksi untuk
mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien membantu tercapainya perusahaan.
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya yang
prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan
untuk memperoleh Barang/Jasa. Secara umum tujuan pengadaan barang adalah untuk
memperoleh barang dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan, jumlah dan
mutu yang sesuai serta pengadaannya tepat waktu,.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam
mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan
fungsi SKPD yang bersangkutan. BMD ditetapkan status penggunaannya untuk
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain
dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD
bersangkutan. Penggunaan kendaraan dinas yang ditetapkan oleh Provinsi Sumatera
Utara saat ini telah diterapkan oleh aturan dan kebijakan yang berlaku yaitu pada
Permendagri No. 19 Tahun 2016 yaitu terdapat pada Bab VI tentang Penggunaan
Barang Milik Daerah.

Keinginan pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya
diperhadapkan pada kemampuan daerah untuk membiayai seluruh program dan
kegiatan yang telah direncanakan. Ketersediaan aset atau barang milik daerah yang
seringkali idle disetiap SKPD sebagai dampak perencanaan dan penganggaran yang
belum sesuai dengan kebutuhan ataupun penyebab lainnya seharusnya menjadi peluang

strategis bagi pemerintah dalam memperkuat sumber-sumber pendapatannya. Pada
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kondisi ini, maka pemanfaaatan aset tertutamanya pada kendaraan menjadi salah satu
pilihan.

Pengelolaan barang milik daerah tentunya secara keseluruhan tidak seperti yang
telah diatur dalam peraturan yang berlaku mengenai pengelolaan barang milik daerah.
Barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah sangat banyak dan bervariasi baik jenis
maupun jumlahnya. Akumulasi barang milik daerah yang berniali dan secara fisik
terdiri atas berbagai jenis dan barang/ aset tersebut tersebar lokasinya, dan pengelola
barang yang berbeda-beda berpotensi menimbulkan permasalahan baik dalam
pengelolaan, pemanfaatan, maupun pencatatan. Meskipun dalam pengelolaan barang
milik daerah seudah sesuai dengan dasar peraturan pengelolaan yang ada, baik dari
pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Kendala dalam pengelolaan barang
milik daerah muncul pada saat proses pengelolaan barang milik daerah dengan
menerapkan peraturan-peraturan terkait.

Desa Pematang Serai sedikit mengalami kendala dalam pengelolaan barang milik
daerah. Permasalahan yang muncul dikarenakan faktor sumber daya manusia (SDM)
pengelola barang milik daerah dan masih mengalami keterlambatan dalam proses
administrasi pekerjaannya, dikarenakan masalah penandatanganan berkas-berkas dan
pengecekan ulang di lapangan, sehingga proses pengelolaannya masih belum optimal,
kemudian permasalahan yang terletak pada pekerjaan di lapangan yang terganggu
dengan faktor cuaca seperti hujan. Permasalahan ini terletak dalam berbagai bagian dari
siklus atau tahap pengelolaan barang milik daerah, namun tidak semua bagian dalam
siklus pengeleloaan barang milik daerah yang dikelola oleh Desa Pematang Serai

mengalami kendala.

SIMPULAN

Pengelolaan aset yang diterapkan dengan siklus yang telah ditetapkan seluruhnya
telah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Pemerintah
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yang dimana semua aturan serta siklus telah
terlaksanakan secara baik dan benar. Namun tidak pada pengguna barang karena
dipenerapannya masih banyak pengguna barang mempunyai keinginan untuk memiliki

kendaraan dinas yang terkadang menyalahi aturan. Dalam administrasi pengelolaan
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barang milik daerah pada Desa Pematang Serai sudah berjalan dengan baik, namun
masih ada keterlambatan dalam pelaporannya baik dalam penandatanganan maupun
pekerjaan di lapangan, untuk selebihnya para pegawai sudah mengelola dan

menggunakan barang sudah seperti sebagaimana mestinya.
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